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ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan
kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak luput dari
rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum
se-Indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' Association
(ALSA) National Chapter Indonesia yang menaungi 14 (empat belas)
Local Chapter di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia merupakan
organisasi nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas dari
segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan
kualitas keilmuan dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan
manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati
dan memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia Specialized
Research Team. Tim ini dibentuk dengan tujuan utama untuk
memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komprehensif
kepada para anggota dan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan
doctrinal research yang pada kesempatan ini memberikan tinjauan
yuridis terhadap "Hukum dan Anak Pelaku Kurir Narkotika" . Kami
harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas secara
akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang
berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman-teman Local
Chapter, dan para Redactional Board yang telah melakukan penelitian
dan penulisan kajian ini, tim ini tidak mungkin berkesempatan untuk
menghasilkan suatu produk sebaik dan sekomprehensif ini. Kami ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif demi melancarkan
berjalannya tim ini dalam melakukan penelitian yang senantiasa
memiliki tujuan untuk perkembangan lingkup pengetahuan hukum kami
semua.

Dapat kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari
oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif.
Dalam pembuatan penelitian ini ALSA Indonesia Specialized Research
Team dan seluruh pihak yang terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan
politik manapun dan senantiasa bertujuan untuk memberikan edukasi
kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas guna
melayani dan membangun bangsa secara progresif.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu
bersifat responsif terhadap isu hukum terkini, dapat berperan besar
bagi perkembangan anggota ALSA Indonesia maupun masyarakat luas
dan semoga penelitian ini senantiasa dapat memperbaiki ketertiban
masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wh.,
Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!
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Hukum dan Anak Pelaku Kurir Narkotika: Analisis Socio-Legal dalam Penjatuhan Sanksi

dan Perlindungan

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team

Nabila Khoirunnisa, Muhammad Farhan Arfpia, A. Muflih El Zuhdi

BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dapat ditafsirkan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan atau memanfaatkan narkotika, dimana penyalahgunaan dalam hal ini merupakan
seseorang tidak memiliki kewenangan dalam memanfaatkan narkotika untuk diri sendiri maupun untuk
orang lain. Pada umumnya, masyarakat mengkategorikan ganja, heroin, kokain, ekstasi, dan lainnya
sebagai narkotika. Beberapa orang menilai bahwa narkotika merupakan zat yang mengundang adiksi
atau ketagihan bagi penggunanya, beberapa juga menilai bahwa narkotika sebagai salah satu kebutuhan
dalam bidang kesehatan maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat diinterpretasi
melalui banyak cara dan bagaimana masyarakat memandangnya, perlu diketahui pula bahwa
pemasaran narkotika telah terjadi dimana-mana dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan pasar

para penyalahgunaan narkotika.

Menurut Troels Vester, seorang koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengatakan bahwa ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta
orang yang menyalahgunakan narkotika di Indonesia.! Selanjutnya, berdasarkan dari Badan Narkotika

Nasional atau biasa juga dikenal dengan BNN mengatakan bahwa setidaknya ada 3,6 juta pengguna

' Thomas Latschan, ‘PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba.” (DW,
2015).<https://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-1825205> accessed
23 July 2021.
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narkoba di Indonesia pada tahun 2019, Berdasarkan dari jenis narkotika apa saja yang digunakan oleh
penyalahgunaan narkotika di Indonesia untuk lebih jelasnya terdapat sekitar 1,2 juta orang sebagai
pengguna crystalline methamphetamine, lalu berikutnya, sekitar 950.000 orang sebagai pengguna
ecstasy. Sekitar 2,8 juta orang sebagai pengguna cannabis, dan sekitar 110.000 orang merupakan

pengguna heroin.?

Pengaturan tentang kegunaan narkotika jelas tertuang di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.?
Penggunaan narkotika sebagai alat untuk rekreasi bagi masyarakat tidak dibenarkan berdasarkan dari
peraturan yang telah dijabarkan sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di
atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh
pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kebutuhan akan
narkotika yang begitu tinggi di Indonesia ditabrakkan dengan pelarangan akan penyalahgunaannya
memicu terbukanya kejahatan, pastinya kejahatan yang dapat dihasilkan dari beberapa fakta tersebut
merupakan pendistribusian narkotika secara ilegal demi memenuhi permintaan akan narkotika sebagai

alat rekreasi.

Proses dalam pengeksekusian narkotika secara ilegal dari tahap produksi sampai kepada tahap
konsumsi melewati banyak proses yang tidak terduga, salah satu proses yang dapat di garis bawahi
adalah ketika narkotika tersebut didistribusikan kepada konsumen yang ada, dengan fakta, dari
memproduksi hingga mengonsumsi narkotika secara ilegal merupakan tindak pidana. Maka dari itu
pendistribusian narkotika pun perlu bergerak di bawah radar dengan akal para individu hingga
kelompok yang menyukseskan bisnis narkotika tersebut pastinya perlu memutar pikiran agar narkotika
tersebut dapat disebarluaskan dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara yang disebutkan juga
tidak jarang mengharuskan untuk menggandeng beberapa pihak, seringkali para eksekutor dari bisnis
narkotika menyiapkan rencana tidak terduga dalam hal pendistribusiannya, salah satunya menggunakan
orang lain untuk berbuat sesuatu dengan upaya tipu muslihat, yaitu menjadikan anak sebagai kurir

narkotika.*

2 Ibid.
3 Vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4 Jay Alabnese, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembanganannya
(Prenadamedia Group, 2016). [28].
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Fenomena anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika kerap kali terjadi di sekitar kita dan tidak
jarang juga dieksekusi dengan siklus yang sama. Salah satu cara dalam menjadikan anak-anak menjadi
kurir narkotika adalah dengan menjadikan si anak tersebut menjadi pecandu terlebih dahulu,
berdasarkan data yang terjadi di lapangan, salah satunya berdasarkan pengakuan anak-anak yang
menjadi kurir narkotika, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) menjelaskan bahwa mereka
diberikan sabu yang cukup banyak berdasarkan pengakuan dari salah satu korban anak sebagai kurir
narkotika, anak tersebut mengatakan bahwa dirinya telah diberikan sabu sebanyak 21 kali. Hal tersebut
didasarkan agar mereka tidak dapat keluar dari lingkaran narkotika dikarenakan anak yang sudah
kecanduan narkotika akan terpaksa untuk bekerja sebagai kurir untuk bisa mendapatkan bayaran berupa
narkotika yang dipasarkan sebelumnya,’ untuk contoh nyatanya yang terjadi kembali berdasarkan dari
pengakuan anak-anak yang pernah ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah pada tahap
awal mereka diberikan paket narkotika berukuran kecil senilai Rp225.000 yang mana cukup untuk
mereka pakai ramai-ramai atau paket hemat narkotika senilai Rp100.000 untuk konsumsi sendiri.
Namun, semakin lama akan semakin banyak lagi konsumsi narkotika yang timbul dari hasrat anak
tersebut, sehingga menjadikan paket senilai Rp225.000 hanya untuk mereka pakai sendiri karena
semakin merasakan zat adiktif di dalamnya.® Pada tahap ini, anak-anak tersebut merasa bahwa bekerja
dengan bayaran narkotika tersebut merupakan jalan terbaik untuk memuaskan kecanduannya dan hal
ini juga alasan yang menjadikan para anak-anak tersebut mudah dikontrol oleh pengedar narkotika

ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Putu Elvina, S.Psi., MM., selaku salah satu anggota
Komisioner KPAI, menjelaskan bahwa berdasarkan dari lima tahun ke belakang, jumlah anak yang
berhadapan dengan hukum dapat dinilai masih fluktuatif. Hal ini tercermin pada data anak yang
menjadi tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pada tahun 2015, jumlah anak yang
menjadi tahanan di LPKA berjumlah sebanyak 165 anak dan jumlah tahanan anak ini terus mengalami
peningkatan hingga menyentuh angka 230 anak di tahun 2018, kemudian pada tahun 2019, jumlah

tahanan anak tersebut menurun menjadi 196 anak. Berikutnya, berdasarkan dari pendataan yang

Iin Nurfahraeni, ‘Anak Dibawah Umur Rentan Jadi Kurir Narkoba.” (Gosulsel.com, 2016)

<http://gosulsel.com/news/20/08/2016/anak-di-bawah-umur-rentan-jadi-kurir-narkoba/> , accessed 23 July
2021.

6 Anton Prasetyo, ‘Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam
Jaringan Peredaran Narkoba’ (Airlangga Development Journal, 2018).
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dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2015
terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkotika.
Angka ini merupakan hasil dari kenaikan selama 5 tahun ke belakang dan jika dilihat dari 5 tahun awal
yaitu pada tahun 2011, anak-anak sebagai penyalahgunaan narkotika berjumlah sekitar 3,8 juta orang.
Anak-anak ini telah menjadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari lingkungan terdekat mereka,
kemudian ditambah lagi dari 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan narkotika yang menimpa anak-
anak.” Sebanyak 15,69 persen diantaranya merupakan kasus anak pecandu narkotika dan 8,1 persennya
merupakan kasus anak sebagai pengedar narkotika.® Dari data-data yang telah dijabarkan sebelumnya
dapat dinilai bahwa permasalahan akan narkotika dikalangan anak-anak sangat banyak dan dekat
dengan masyarakat, generasi muda yang seharusnya mendapatkan edukasi serta kebahagiaan yang
seharusnya diterima oleh seorang anak-anak tidak berlaku bagi mereka anak-anak kurir narkotika.
seorang anak seharusnya mendapatkan pembinaan dalam menjalani hidup mereka serta mendapatkan
perlindungan demi menjamin kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental pada

anak-anak.

Bentuk pengaturan serta kebijakan yang ada sekarang terkait dengan anak-anak yang menjadi kurir
narkotika dimaksudkan untuk membawa lingkungan menjadi lebih baik lagi, namun masih ada
beberapa sisi yang perlu dikaji untuk menyempurnakan perwujudannya. Berdasarkan Kondisi Tersebut,
maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Hukum dan Anak Pelaku Kurir Narkotika: Analisis
Socio-Legal dalam Penjatuhan Sanksi dan Perlindungan”, tujuan penelitian ini semata-mata untuk

menjadikan taraf kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

7 Hasil wawancara dengan Putu Elvina, S.Psi., MM., Anggota Komisioner KPAI, pada tanggal 28 Juli 2021.
8 Annisa Ulva Damayanti, ¢ 5.9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba.” (Okezone, 2018).

<https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-
narkoba> accessed 23 July 2021.
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1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban terhadap anak sebagai kurir narkotika

di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana implementasi perlindungan dan hambatan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai kurir narkotika?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini mengkaji kesenjangan
antara objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan hukum (das sollen),
dengan kenyataan yang berpedoman pada norma hukum (das sein) sebagai masalah utama dalam penelitian
yuridis-empiris.’ Penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-
undangan khususnya terkait dengan perlindungan serta sanksi terhadap anak-anak yang menjadi kurir
narkotika dengan kenyataan yang terjadi pada pengimplementasiannya. Penelitian ini adalah penelitian
empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar pemberlakuan
atau efektivitas peraturan perundang-undangan yang khususnya terkait dengan perlindungan serta sanksi

terhadap anak-anak yang menjadi kurir narkotika.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka dan teknik
wawancara. Studi pustaka merupakan langkah pertama dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka
dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui media cetak maupun elektronik yang diarahkan
kepada topik yang akan dibahas kemudian dilanjutkan melalui wawancara, dimana peneliti menggali data
dan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan adalah
wawancara bebas terpimpin, bebas terpimpin di sini memiliki arti yaitu pertanyaan yang dilontarkan tidak

terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun diperluas sesuai dengan situasi dan

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 2012). [5].
Ve WG B WA T W) B W W T T A S S L T A A i W &V "
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kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada pihak perwakilan Instansi terkait untuk mengetahui

kebenaran data yang didapat dengan kenyataan di lapangan.

1.4. Tujuan Penelitian
1.4.1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan dan pengaturan hukum terhadap anak yang
dijadikan kurir narkotika di Indonesia.
1.4.2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan hambatan dalam pengaplikasiannya

terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika di Indonesia.
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BAB I1
PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika di Indonesia
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Pada poin
menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak™) disebutkan bahwa anak
adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya.! Dalam posisinya sebagai pemangku kebijakan, pemerintah mengakui dan telah
mencoba menampung urgensi ketersediaan berbagai macam indikator anak. Di sisi lain, Berdasarkan Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamanatkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.'!

Secara hakikatnya suatu anak sulit untuk melakukan hal secara sendiri atau individual, hal ini
disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuannya yang masih terbatas.'> Secara normatif, berdasarkan
UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”!?

Amanat tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal

penting yang harus dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.1. Instrumen Hukum Internasional terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika
Pada dasarnya kejahatan merupakan bagian dari proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan

kriminal/criminal policy harus mempertimbangkan kerangka politik sosial.'* Salah satu perkembangan

0 Vide Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. (Sinar Grafika, 2013). [12].
'3 Vide Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
4" Roni Gunawan Raja Gukguk, and Nyoman Serikat Putra Jaya. ‘Tindak Pidana Narkotika Sebagai

Transnasional Organized Crime.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.3. (2019). [3].
Ve WG B WA T W) B W W T T A S S L T A A i W &V "
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kejahatan di dunia salah satunya ialah narkotika adalah bagian dari kejahatan transnasional di dunia pada
saat ini sangat mempengaruhi perkembangan pada berbagai aspek. ASEAN Ministerial Meeting on
Transnational Crime (AMMTC) menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) bentuk kejahatan transnasional

yang terorganisir yang terdiri dari'>:

1). lllicit Drug Trafficking (peredaran gelap narkoba);

2). Trafficking in Person (perdagangan orang);

3). Sea Piracy (pembajakan laut);

4). Arms Smuggling (penyelundupan senjata);

5). Money Laundering (pencucian uang);

6). Terrorism (terorisme);

7). International Economic Crime (kejahatan ekonomi internasional); dan
8). Cyber Crime (kejahatan dunia maya).

Philip C. Jessup mendefinisikan bahwa kejahatan transnasional disebutkan bahwa, selain istilah
hukum internasional, digunakan pula istilah hukum transnasional yang dideskripsikan sebagai semua
hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.'® Namun
meskipun demikian, pada dasarnya dalam kasus tertentu yang dilakukan oleh anak yang melakukan
pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar
diri anak tersebut seperti lingkungan dan pendidikan. Di sisi lain, Convention on The Rights of The Child
telah disahkan pada tahun 1989. Konvensi ini merupakan instrumen perlindungan anak yang berlaku secara
universal. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak wajib memenuhi unsur pada Convention on the Rights
of the Child yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child."

15 1bid. [4].
16 Mochtar Kusumaatmadija, Pengantar Hukum Internasional Buku I. (Binacipta Bandung 1997). [42].

' Irwan. ‘Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Lex

Renaissance 5.3 (2020). [11].
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Pelindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Convention on the Rights
of the Child dan dilakukan sebagai Ultimum Remedium.'® Secara normatif pada Pasal 37 Convention on the

Rights of the Child disebutkan bahwa:

“Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan

digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.”

Lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b Convention on the Rights of the Child
disebutkan bahwa:

“Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur,
kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka,
dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya dimana layak dan
dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum,

asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa instrumen hukum internasional telah
mengamanatkan bahwa perlindungan hukum dalam pemenuhan hak anak tadi bertujuan untuk melindungi
berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.!® Hal ini didasarkan dalam praktik
bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan

pidana.

1.2. Instrumen Hukum Nasional terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika
Berdasarkan hukum positif di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus di dalam UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pasal-pasal yang dapat dijerat untuk pelaku

yang dapat dikualifikasikan sebagai kurir narkotika. Pasal-pasal tersebut antara lain:

'8 Afni Zahra, and R. B. Sularto. ‘Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak
Pecandu Narkotika.” Law Reform 13.1 (2017). [12].

"9 Novi Novitasari, and Nur Rochaeti. ‘Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.” (2021) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. [96-108].
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Tabel. 1.1 Pasal Yang Dapat Dijerat Untuk Pelaku yang dapat dikualifikasikan Kurir Narkotika

No. Pasal Unsur-Unsur Sanksi

1. Pasal 114 ayat (1) | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang hukum menawarkan untuk dijual, menjual, | seumur hidup atau pidana penjara
Nomor 35 Tahun 2009 | membeli, menerima, menjadi perantara | paling singkat 5 (lima) tahun dan
tentang Narkotika dalam  jual Dbeli, menukar, atau | paling lama 20 (dua puluh) tahun

menyerahkan Narkotika Golongan I. dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh
miliar rupiah).

2. Pasal 114 ayat (2) | Dalam hal perbuatan menawarkan untuk | Dipidana dengan pidana mati,
Undang-Undang dijual, menjual, membeli, menjadi | pidana penjara seumur hidup,
Nomor 35 Tahun 2009 | perantara dalam jual beli, menukar, | atau pidana penjara paling
tentang Narkotika menyerahkan, atau menerima Narkotika | singkat 6 (enam) tahun dan

Golongan I sebagaimana dimaksud pada | paling lama 20 (dua puluh) tahun
ayat (1) yang dalam bentuk tanaman | dan pidana denda maksimum
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau | sebagaimana dimaksud pada ayat
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam | (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

gram.

3. Pasal 115 ayat (1) | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang hukum membawa, mengirim, mengangkut, | paling singkat 4 (empat) tahun
Nomor 35 Tahun 2009 | atau mentransito Narkotika Golongan I. dan paling lama 12 (dua belas)
tentang Narkotika tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp8.000.000.000,00  (delapan
miliar rupiah).

4. Pasal 115 ayat (2) | Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang mengangkut, atau mentransito Narkotika | seumur hidup atau pidana penjara
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Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon beratnya melebihi 5

(lima) gram.

paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Pasal
Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009

119 ayat (1)

tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara
beli,

menyerahkan Narkotika Golongan II.

dalam  jual menukar, atau

Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp8.000.000.000,00  (delapan

miliar rupiah).

6. Pasal 119 ayat

)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk

Dipidana penjara seumur hidup,

Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

hukum membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan II.

Undang-Undang dijual, menjual, membeli, menerima, | atau pidana penjara paling
Nomor 35 Tahun 2009 | menjadi perantara dalam jual beli, | singkat 5 (lima) tahun dan paling
tentang Narkotika menukar, atau menyerahkan Narkotika | lama 20 (dua puluh) tahun dan
Golongan II sebagaimana dimaksud pada | pidana denda maksimum
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga).
7. Pasal 120 ayat (1) | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan | Dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit
Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

8. Pasal 120 ayat

()
Undang-Undang

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim,

mengangkut, atau mentransito Narkotika

Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun
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Nomor 35 Tahun 2009 | Golongan II sebagaimana dimaksud pada | dan pidana denda maksimum
tentang Narkotika ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

9. Pasal 124 ayat (1) | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang hukum menawarkan untuk dijual, menjual, | paling singkat 3 (tiga) tahun dan
Nomor 35 Tahun 2009 | membeli, menerima, menjadi perantara | paling lama 10 (sepuluh) tahun
tentang Narkotika dalam  jual Dbeli, menukar, atau | dan pidana denda paling sedikit

menyerahkan Narkotika Golongan II. Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

10. | Pasal 124 ayat (2) | Dalam hal perbuatan menawarkan untuk | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang dijual, menjual, membeli, menerima, | paling singkat 5 (lima) tahun dan
Nomor 35 Tahun 2009 | menjadi perantara dalam jual beli, | paling lama 15 (lima belas) tahun
tentang Narkotika menukar, atau menyerahkan Narkotika | dan pidana denda maksimum

Golongan III sebagaimana dimaksud pada | sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

11. | Pasal 125 ayat (1) | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang hukum membawa, mengirim, mengangkut, | paling singkat 2 (dua) tahun dan
Nomor 35 Tahun 2009 | atau mentransito Narkotika Golongan IIl. | paling lama 7 (tujuh) tahun dan
tentang Narkotika pidana denda paling sedikit

Rp400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

12. | Pasal 125 ayat (2) | Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, | Dipidana dengan pidana penjara
Undang-Undang mengangkut, atau mentransito Narkotika | paling singkat 3 (tiga) tahun dan
Nomor 35 Tahun 2009 | Golongan III sebagaimana dimaksud pada | paling lama 10 (sepuluh) tahun
tentang Narkotika ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. | dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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Pada hakikatnya, anak mempunyai hak asasi manusia yang bernilai sama dan diakui di dunia yang
menunjukkan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.?® Penerapan untuk
pemidanaan terhadap anak pada praktiknya sering memicu pro dan kontra, karena tidak dapat dipungkiri
bahwa perilaku ataupun stigma labelling dari masyarakat yang memiliki dampak yang signifikan terhadap
perkembangan dan psikologis anak.?!

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.?? Di dalam ilmu hukum pidana, terdapat asas fundamental yang mana dijadikan
sebagai syarat agar subjek hukum dapat dipidana antara lain Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen
straf zonder schuld). Kesalahan dalam arti luas dapat juga diartikan sebagai pengertian pertanggungjawaban
pidana yang mengandung arti dapat atau tidak dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Menurut Moeljatno,
syarat-syarat kesalahan yaitu:*

1. Perbuatan melawan hukum;

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;

3. Terdapat kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Suatu subjek meskipun terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan namun harus dipenuhi agar
suatu subjek hukum dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Dipidana seseorang tidak bisa dilakukan
apabila subjek hukum tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
melawan hukum.?* Meskipun pelaku memenuhi unsur delik dalam undang-undang, namun hal tersebut
belum memenubhi syarat untuk menjatuhkan pidana.

Beberapa oknum pengedar narkoba menggunakan pendekatan terhadap anak dengan terstruktur
dan hati-hati. Kondisi perekonomian dan pendidikan yang rendah menjadi faktor dan riset oknum pengedar
narkoba untuk beroperasi, sejumlah anak kurir narkoba berdasarkan data Satres Narkoba Polrestabes

25

Surabaya mengaku bahwa mereka tidak sadar ketika sedang dijebak dalam pusaran narkoba.” Menurut

20Arifin Samsul, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.” (Justitia Jurnal
Hukum, 2021) <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/8225>, accessed 16 August 2021.
21 Ibid. [3].
22 Vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, Jakarta, 1993). [54].
24 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat (Sinar Baru, 1983). [85].
25 Anton, Prasetyo Op.cit. [4].
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pendapat peneliti, cukup sulit untuk dapat dikatakan bahwa anak tersebut untuk dapat bertanggung jawab
atas perbuatan yang dilakukan meskipun harus dibuktikan di dalam persidangan.

Di sisi lain secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mengamanatkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya
diversi.?® Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud
dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana.?’ .Diversi pada awalnya bertujuan untuk a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan
kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak.?® Pertimbangan untuk menerapkan keadilan restoratif terutama pada anak yang berkonflik
dengan hukum tidak pernah lepas dari komitmen Indonesia terutama sebagai negara peserta (State Party)
dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Mengenai sanksi pada sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang diatur pada Pasal
10 KUHP dengan ketentuan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 1.2. Pidana Bagi Anak
No. Pasal Sanksi

1. Pasal 71 ayat (1) Undang- | Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
Undang Nomor 11 Tahun 2012 | a. pidana peringatan;

tentang  Sistem  Peradilan | b. pidana dengan syarat:

Pidana Anak 1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

. penjara

26 Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
27 Vide Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

28 Vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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2. Pasal 71 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012
Peradilan

tentang  Sistem

Pidana Anak

Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

3. Pasal 82
Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali;

b. penyerahan kepada seseorang;

c. perawatan di rumah sakit jiwa;

d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta;

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat pengaturan terkait perlindungan hukum sebelum
memasuki proses penjatuhan pemidanaan anak yang menjadi kurir narkotika yang dilindungi menurut
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terjerat kasus
pidana atau berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara bisa
diupayakan dengan langkah diversi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan anak dan orang tua
atau walinya, dan/atau dengan pembimbing kemasyarakatan dengan pendekatan restorative justice.
Kehendak proses diversi ini didasarkan oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sidang Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang

Telp +62 81382034284
Mail contact@alsaindonesia.org

Faculty of Law Universitas Padjadjaran
JI. Raya Bandung Sumedang, Km. 21, Jatinangor,

Kab. Sumedang. 45363 Sumedang, Republic of Indonesia Web www.alsaindonesia.org



%2, 3 Qg Asian Law Students’ Association
ALSN National Chapter Indonesia
NATI&NDAOLN:I;'AAPTER

diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,
kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”*

Berlandasan pada pasal diatas memberikan peluang besar terhadap anak yang dijadikan kurir
narkotika dapat diupayakan diversi karena ancaman pidana penjara yang diberlakukan kepada kurir
narkotika dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah paling singkat 4 (empat)
dan 5 (lima) tahun.*® Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau

tanpa ganti rugi, pengembalian kepada orang tua atau wali, mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga

pendidikan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, atau berbentuk pelayanan masyarakat.’!

2. Implementasi Perlindungan dan Hambatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika

Keterlibatan anak menjadi kurir narkotika sebagai salah satu tindak pidana narkotika kerap terjadi
hingga tidak jarang didapati eksploitasi anak di bawah umur oleh orang dewasa demi mengelabui pihak
berwajib dengan memanfaatkan anak di bawah umur tersebut sebagai umpan atau perantara dalam
peredaran narkotika.’? Secara yuridis, anak maupun orang dewasa yang mengedarkan narkotika dapat
dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Terlepas dari hal tersebut, peranan psikologis dan
sosiologis dalam penerapan dan penentuan sanksi pidana harus tetap diperhatikan sehingga jika
dipandang dari sisi psikologi dan kondisi anak, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai korban (crime
without victim).>*

Sebagai bentuk perhatian serius dalam melindungi hak-hak anak bangsa, Indonesia merupakan
salah satu negara yang berpihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
dan juga pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga hal ini menimbulkan
perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kebaikan bagi anak tersebut sehingga

sanksi pidana bagi anak dalam menjadi kurir narkotika ini tentunya tidak dapat disamakan dengan orang

2 Vide Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Sidang Peradilan Pidana Anak.
30 Vide Pasal 114 dan 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
31 Vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
32 Asep Syarifuddin Hidayat. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika® (2018) V

Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. [309].
33 Koesno Adi. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak (Setara Press, 2014). [135].

A W e VY A I N LN B . G S . Y AT R A S S T e AN S W W

Faculty of Law Universitas Padjadjaran Telp +62 81382034284
JI. Raya Bandung Sumedang, Km. 21, Jatinangor, Mail contact@alsaindonesia.org

Kab. Sumedang. 45363 Sumedang, Republic of Indonesia Web www.alsaindonesia.org



%2, 3 Qg Asian Law Students’ Association
ALSN National Chapter Indonesia
NATI&I:,AOLNGE:IS'IIAAPTER

dewasa karena harus dipertimbangkannya psikis serta niat anak dalam menjadi kurir atau perantara
transaksi narkotika.**

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak bukan merupakan satu-satunya opsi yang dapat
dilakukan, hal ini bahkan dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Menurut Made Sadhi
Astuti, penerapan sanksi khususnya sanksi yang dapat merampas kemerdekaan anak tersebut dapat
memicu berbagai dampak negatif, antara lain®:

a. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan

b. Anak diberikan cap, stigma, atau label jahat oleh masyarakat

c. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak

d. Masa depan anak menjadi suram
Dampak-dampak tersebut sangat memiliki kemungkinan besar sehingga berkaca dengan prinsip dan
definisi dari restorative justice, diperlukannya upaya preventif atau pencegahan demi memperbaiki anak
sebagai pelaku untuk tumbuh lebih baik lagi kedepannya terutama pada psikologisnya.

Dalam rumusan Pasal 59 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan memiliki tanggung jawab dalam
pemberian Perlindungan Khusus kepada anak yang mana hal ini meliputi perlindungan kepada anak
yang berhadapan dengan hukum.*® Anak di bawah umur yang terlibat dalam jaringan narkotika tidak
serta merta harus diberikan sanksi pidana penahanan dan bergabung dengan orang dewasa lainnya, hal
ini diperlukan peninjauan lebih lanjut demi mengupayakan perlindungan anak dari stigma negatif
masyarakat yang dapat melekat dan bersifat labelling terhadap anak tersebut.’’

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan perlindungan hak dan kewajiban anak di Indonesia
melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mana merupakan lembaga yang bersifat
independen. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas dalam melakukan
pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan usulan dalam perumusan

kebijakan, mengumpulkan data dan informasi relevan, melakukan penelaahan atas pengaduan

34 Gregorius Yoga Panji Asmara. ‘Model Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Psikolegal’,
(2020) XIII Jurnal Hukum. [48].

35 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (IKIP, 1997).

38 Vide Pasal 59 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

37 Gilang Khassandra. ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana

Narkotika’ (Samarinda, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945).
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masyarakat, melakukan mediasi terkait hak anak, serta melakukan kerja sama dengan stakeholder
terkait.*®

Sesuai dengan asas ultimum remidium, sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberikan jalan
keluar terbaik dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Berangkat dari hal
tersebut, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (“UU SPPA”) dan mengutamakan penerapannya dalam kasus terhadap anak berdasarkan
asas lex specialis derogate legi generalis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengutamakan konsep keadilan rektroatif yang menyelesaikan perkara tindak
pidana dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan memprioritaskan pemulihan, bukan
pembalasan.®® Konsep tersebut mewujudkan pelaksanaan konsep diversi pada pengadilan pidana anak,
dimana konsep ini mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana.** Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak juga telah menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan
dari orang dewasa, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau
dipenjara kecuali hal tersebut upaya terakhir, serta tidak dipublikasikan identitasnya. Hak untuk tidak
ditangkap, ditahan, atau dipenjara merupakan salah satu hak yang fundamental dan wajib diperhatikan
oleh para penyidik Peradilan Pidana Anak.*!

Anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat dengan “ABH” merupakan salah satu kategori
anak yang diperhatikan oleh KPAI dalam perlindungannya. Sejak tahun 2017 hingga 2020, KPAI telah
merekap perkembangan data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia sebagai berikut:

38 Vide Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

39 Vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

40 Vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

41 Gilang Khassandra. Op.cit.
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Tabel 2.1. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia 2017-2019

Jumlah ABH Penanganan Perkara
Selesai Proses
Jumlah Berkas Penghentian
Laporan Penyidikan (SP3)
Tahun Polisi Anak Anak Anak Perkara Y
Korban | Pelaku | Saksi | Lengkap & i Sidik | Lidik
(LP) . . . | Pengambilan
Kirimke | Diversi
JPU (P21) Keputusan
@) 2 3) “) (5 (6) (7 (8) &) (10)
2017 3.964 3.950 3.158 4.730 2.217 258 85 641 425
2018 9.387 9.266 7.820 4.472 6.816 1.380 660 507 1.444
2019 6.963 6.390 5.129 6.286 5.864 2.051 2.789 450 1.535
2020 8.914 7.995 4.873 6.948 2.849 473 384 2.205 | 2.009

Sumber: Presentasi dan Hasil Wawancara dengan Putu Elvina, S.Psi., MM., Anggota Komisioner KPAI,

pada tanggal 28 Juli 2021.

Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum narkotika di atas menunjukkan bahwa anak yang
dilaporkan ke pihak berwajib memiliki jumlah yang dinamis dan bisa dikatakan meningkat dimana di
tahun 2017 hanya terdapat 3.964 anak yang dilaporkan, kemudian ditemukan sebanyak hampir tiga kali
lipat jumlahnya di tahun 2020. Berdasarkan dari data tersebut juga dilihat bahwa tidak banyak atau dapat
dikatakan masih sedikit kasus-kasus yang berakhir menggunakan proses diversi, yang mana pada
dasarnya diversi merupakan proses yang wajib diupayakan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum.*?

Berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia secara langsung mengartikan adanya
perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan menjadikan pemberian sanksi
pidana sebagai upaya terakhir dari penanggulangan tindak pidana narkotika. Melalui wawancara dengan
Putu Elvina, S.Psi., MM., mengungkap bahwa peristiwa anak yang dijadikan kurir narkotika sering
ditemukan dan memiliki siklus yang sama dengan latar belakang anak yang merupakan korban dari salah
asuh, salah pergaulan, lemahnya kontrol sosial, lemahnya pendidikan, lemahnya budaya, dan lemahnya
pencegahan serta sosialisasi sejak dini. Terutama bagi anak-anak berusia 12-18 tahun atau dalam masa

pendidikan SMP hingga SMA merupakan golongan yang sangat rentan karena secara psikologis, anak-

42 Hasil wawancara dengan Putu Elvina, S.Psi., MM., Anggota Komisioner KPAI, pada tanggal 28 Juli

2021.
T W W . . WA T V) B A TEEEE T T A Al A ) D AR A W v T
Faculty of Law Universitas Padjadjaran Telp +62 81382034284
JI. Raya Bandung Sumedang, Km. 21, Jatinangor, Mail contact@alsaindonesia.org

Kab. Sumedang. 45363 Sumedang, Republic of Indonesia Web www.alsaindonesia.org



%2, 3 Qg Asian Law Students’ Association
ALSN National Chapter Indonesia
NATI&I:,AOLNGE:IS'IIAAPTER

anak di usia tersebut tidak memiliki mental yang kuat dan stabil untuk melakukan penolakan sehingga
mudah terpengaruhi dan memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba, hal ini menjadikan
tahapan diversi itu sendiri merupakan suatu kewajiban dalam setiap tahapan hukum terhadap anak yang
masih belum stabil.*

Ketentuan diversi tentunya menuai pro kontra, dimana di satu sisi mendukung dan beranggapan
bahwa penjatuhan pidana bagi anak tidak bijak dan dapat merusak masa depan anak kedepannya, namun
dan di satu sisi beranggapan bahwa keringanan atau perlakuan khusus ini dapat memberikan peluang
anak untuk mengulangi kembali dan tidak memberikan efek jera sehingga memungkinkan
penyalahgunaan anak dengan menjadikan sebagai pelaku seperti perantara transaksi narkotika.
Penerapan dan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam bentuk diversi ini juga ditemukan
faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakannya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima
kategori yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor
sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.*

Hambatan dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika
ini sendiri dapat dibagi secara internal dan eksternal.

1. Hambatan Internal

a. Aparat Penegak Hukum
Hambatan internal dapat ditemukan melalui penegak hukum dalam proses penanganannya.
Sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak yang dijadikan kurir
narkotika ini tentunya perlu berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum dengan
menggunakan metode diversi dalam menerapkan restorative justice. Dalam ranah internal,
penerapan dan pertimbangan non-yuridis untuk menegakkan prinsip restorative justice
masih belum dijadikan hal baku dan wajib untuk diterapkan. Menurut Ali Sobirin, Hakim
di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, pelaksanaan diversi masih terhambat
karena adanya perbedaan persepsi oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan
lembaga sosial yang membantu mengenai Pasal 7 UUSPPA dan Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam

43 5 -
1bid.
44 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (PT. RajaGrafindo Persada,
2014). [8].
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Sistem Peradilan Pidana Anak.* Hal ini mengakibatkan kecenderungan aparat penegak

hukum yang masih menggunakan pertimbangan yuridis dalam penyelesaian tindak pidana

anak termasuk anak yang dijadikan kurir narkotika. Para aparat penegak hukum perlu

mepertimbangkan secara moral justice yang mana meliputi faktor kriminologi, sosiologi,

dan psikologi anak. Kemudian juga perlunya penerapan social justice yang memberikan

keadilan yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak serta terhadap lingkungan sosial

anak tersebut.

b. Undang-Undang
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia berfungsi untuk memberikan
kejelasan terhadap aturan pokok yang diselenggarakan dan berlandas pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kelima sila Pancasila.
Rumusan proses dan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak belum menunjukkan kejelasan terhadap siapa yang dapat
mengupayakan proses pelaksanaan diversi ini. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak lebih mengacu hanya kepada hakim, bukan jaksa, polisi, maupun aparat
penegak hukum lainnya. Sebagai payung hukum dalam peradilan pidana anak, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) seharus
mempertegas proses dan pelaksanaan diversi yang berlandaskan dengan keadilan rektroatif
sesuai dengan tujuan UU SPPA.

¢. Sarana dan Fasilitas
Sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berpendidikan dan terampil, peralatan atau fasilitas yang memadai dan sesuai standar, dan
sebagainya. Keterampilan dan fasilitas yang memadai dapat memaksimalkan berjalannya
penegakan hukum secara jelas dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem

Pengadilan Pidana Anak.

4% yulia Kurniaty , Johny Krisnan , Heni Hendrawati. ‘Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan’. (The 4th University Research Coloquium, 2016)
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/7676/Humanoria_5.pdf?sequence=1&isAllowed=
> accessed 16 August 2021.

46 Elisabeth Juniarti [et.al.], Diversi dan Keadilan Restoratif (Pusaka Indonesia, 2014). [52].
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2. Hambatan Eksternal
Masyarakat dan kebudayaan yang masih awam cenderung berfikir bahwa proses diversi ini
dapat mengeluarkan biaya besar sehingga tidak sedikit keluarga atau orang tuanya yang hanya
merelakan anaknya saat berhadapan dengan hukum. Sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan
melalui musyawarah dan melibatkan orang tua atau walinya.*’ Proses diversi sendiri juga
bertujuan demi keharmonisan masyarakat. Namun, budaya masyarakat serta sosialisasi terkait
diversi ini yang masih minim mengakibatkan partisipasi masyarakat terutama orang tua dalam
proses diversi tidak maksimal. Hambatan ini tentunya berasal dari kurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

47 Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan

1) Indonesia merupakan bagian dari Convention on the Rights of the Child, dan telah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) dalam melindungi
hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan bentuk perlindungan
hukum terhadap anak dan menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak anak yang
terlibat tindak pidana, terutama tindak pidana narkotika. Peranan anak dalam tindak pidana
narkotika sebagai kurir narkotika tidak dapat serta merta hanya melihat dari sisi yuridis,
melainkan perlu adanya pertimbangan peranan psikologis dan sosiologis terhadap anak.

2) Penerapan pidana penjara terhadap anak memiliki pengaruh negatif yang dapat
mempengaruhi anak dalam pembinaannya yang mana meliputi dehumanisasi dan labelling
anak sejak dini di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menekankan dan mewajibkan
upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak demi
kebaikan dan kepentingan anak tersebut. Pengupayaan diversi pada anak tidak semudah
pendefinisian dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sidang Peradilan Pidana Anak, terdapat hambatan
internal maupun eksternal yang berdampak pada kurangnya keefektivitasan kehadiran
diversi dalam UU SPPA. Hal tersebut dapat dilihat dari ketimpangan jumlah anak yang

melalui proses diversi melalui Tabel 2.1.

2. Rekomendasi ALSA Indonesia
Berdasarkan hasil analisis yuridis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia Specialized Research
Team, ALSA Indonesia memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah maupun stakeholder
terkait, sebagai berikut:
1) Mendorong pemerintah untuk dapat melakukan penguatan sistem hukum terhadap tindak

pidana narkotika dengan rincian sebagai berikut:
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a) Revitalisasi pengaturan yang terkait dengan sistem penghukuman kasus narkotika.
Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum serta mengoptimalkan
pengaturan demi mempersempit celah pelanggaran yang dapat dilakukan
khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anak sebagai kurir narkotika.

b) Revitalisasi pengaturan tentang narkotika jenis baru. Hal ini ditujukan untuk
memberikan pengaturan atau regulasi terbaru untuk mewujudkan hukum yang
sejalan dengan dinamika masyarakat, khususnya pada kasus narkotika.

¢) Mendorong terbentuknya pengadilan khusus narkoba. Hal ini ditujukan untuk
memperigid atau menguatkan pengimplementasian pengaturan serta kebijakan
yang telah dituangkan pada pengaturan dan kebijakan yang ada. serta
mengupayakan untuk melindungi pihak-pihak yang dibutuhkan untuk
perlindungan lebih seperti anak-anak yang dijadikan kurir narkotika.

2) Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan terkait
dengan tindak pidana narkotika khususnya anak yang dijadikan kurir narkotika dengan
rincian sebagai berikut:

a) melaksanakan deteksi dini terhadap lingkungan anak-anak sebagai langkah
preventif untuk memisahkan pengedar dengan anak-anak demi menghindari
penggunaan anak-anak sebagai kurir narkotika.

b) pengawasan pada sistem rehabilitasi anak, Hal ini dikarenakan masih banyaknya
oknum yang belum memberikan perlindungan yang seharusnya baik di dalam
lingkungan luas maupun di dalam fasilitas rehabilitasi anak.

c) melakukan sosialisasi tentang tindak pidana penggunaan anak sebagai kurir
narkotika, hal ini diharapkan dapat membuka pikiran masyarakat agar lebih
waspada terhadap lingkungannya agar dapat bergotong royong untuk

menghentikan penggunaan anak-anak sebagai kurir narkotika.
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